[ SALINAN ]

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
dan
WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
semula sebesar Rp. 1.003.602.358.997,- bertambah/berkurang
sebesar Rp. 70.820.834.839,- sehingga menjadi Rp.
1.074.423.193.836,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp. 935.742.825.920,-
b. Bertambah Rp. 28.019.992.102,-

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 963.762.818.022,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 999.032.274.041,-
b. Bertambah Rp. 70.287.317.488,-

Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp. 1.069.319.591.529,-



3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 67.859.533.077,-
2) Bertambah Rp. 42.800.842.737,-

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 110.660.375.814,-

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. 4.570.084.956,-
2) Bertambah Rp. 533.517.351,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 5.103.602.307,-
Jumlah pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 105.556.773.507,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp. 136.072.687.739,-
2) Bertambah Rp. 2.206.513.174,-

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 138.279.200.913,-

b. Pendapatan transfer
1) Semula Rp. 788.231.955.381,-
2) Bertambah Rp. 30.609.188.891,-

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp. 818.841.144.272,-



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 11.438.182.800,-
2) Berkurang (Rp. 4.795.709.963,-)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

Yang sah setelah perubahan Rp. 6.642.472.837,-

Pasal 3

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri atas:

a. Belanja operasional;
1) Semula Rp. 839.030.477.724,-

2) Bertambah Rp. 36.753.919.257,-

Jumlah belanja operasional

setelah perubahan Rp. 875.784.396.981,-
b. Belanja modal;

1) Semula Rp. 97.795.388.104,-

2) Bertambah Rp. 78.741.393.552,-

Jumlah belanja modal setelah

Perubahan Rp. 176.536.781.656,-
c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp. 62.206.408.213,-

2) Berkurang (Rp. 45.207.995.321,-)

Jumlah Belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 16.998.412.892,-

Pasal 4

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 67.859.533.077,-
2) Bertambah Rp. 42.800.842.737,-




Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 110.660.375.814,-

. Pengeluaran pembiayaan.
1) Semula Rp. 4.570.084.956,-
2) Bertambah Rp. 533.517.351,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 5.103.602.307,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini terdiri dari:

1.

10.

11.
12.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Rancangan Perubahan APBD;

Lampiran IX Sinkronisasi Perubahan Program Prioritas
Nasional dan Program Prioritas Daerah;

Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah
Lainnya;



13.

14.

15.

16.
17.

Lampiran XIII Daftar Penyertaan Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lain-Lain;

Lampiran XV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan;

Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

b.

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah
Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara terulang;

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diatur dengan Peraturan
Wali Kota.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 24 Oktober 2022

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

ttd
SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR,

ttd

BUDI UTARI
LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR, PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR : (6-146/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERRI OKSTARIZAL, SH
Pembina
NIP. 19810927 200502 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

P.APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyebutkan P.APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada P.RKPD dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
P.APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan
stabilisasi. P.APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan
P.APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dibentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas



Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERRI OKSTARIZAL, SH
Pembina
NIP, 19810927 200502 1 001
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